
SALINAN I 

BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK 

NOMOR 1 TAHUN 202 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 1 1  ayat (1 )  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Landak Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahunl999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421) ;  

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601 ) ,  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 4 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No 6856); 



10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6896); 

1 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 1 5 ) ;  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ;  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177 ) ;  



17. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

25 . Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 



27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215 ) ;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

31 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sis tern Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14 ) ;  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan 
Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lebaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2 0 1 1  tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 1  Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 



Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 1  Nomor 4) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Landak Nomor 6 Tahun 2021 ,  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 
Nomor 6); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2011  Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 1  Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung wallet (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2021 Nomor 5); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 1  Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 1  Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 
2 0 1 1  tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80); 

41 .  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2 0 1 1  ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 1  Nomor 9); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011  tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 10); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
25); 



45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 74); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 98); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 
Nomor 12 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Nomor 92); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 97); 



Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK 
dan 

BUPATI LANDAK 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah berupa laporan 
keuangan yang memuat : 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan operasional; 
e. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 )  huruf a, terdiri atas : 
a. pendapatan Rp. 1.408.063.281.570,79 
b. belanja Rp. 1.408.818.476.304,37 

Surplus/ Defisit Rp. 
c. pembiayaan : 

Penerimaan Pembiayaan Rp. 42.704.576. 781 ,81 
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 2.000.000.000,00 

Pembiayaan netto Rp. 

(755 .194 .733,58) 

40.704.576.781,81 



Pasal3 

rincian sebagai 

37.796.736.059,2 l 

1.445.860.017 .630,00 
1.408.063.281.570,79 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 37.796.736.059,21 dengan 

berikut: 
1 .  Anggaran Pendapatan setelah perubahan 
2. Realisasi 

Selisih Kurang 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 77.146 .118 . 107,63 dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran belanja setelah perubahan 
2. Realisasi 

Selisih Lebih 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

1.485.964.594.412,00 
l.408.818.476.304,37 

77.146 .118 . 107,63 

599.999.999,81 dengan rincian sebagai C. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah Rp 
berikut: 
1 .  anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 
2. Realisasi 

Selisih Kurang 
Pasal 4 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

40.104.576.782,00 
40.704.576.781,81 

599.999.999,81 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31  Desember 2024 sebagai berikut : 
a. jumlah asset Rp. 2 .849.073.214.098,87 
b. jumlah kewajiban Rp. 10.403.331.921 ,57 
c. jumlah ekuitas dana Rp. 2.838.669.882.177 ,30 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 )  huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31  Desember 2024 sebagai berikut : 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

saldo kas awal per Januari tahun 2024 
arus kas dari aktivitas operasi 
arus kas dari aktivitas investasi 
arus kas dari aktivitas Transitoris 
saldo kas akhir per 31  Desember 2024 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

43.987.623.5710,47 
174.825.787.290,42 

(177.580.982.024 ,00) 
(212.390.042,43) 

41.020.038.794,46 



Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 )  huruf g Tahun Anggaran 2024 
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 
kegiatan dan sub kegiatan; 
Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
Laporan operasional; 
Laporan perubahan ekuitas; 
Neraca; 
Laporan arus kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar rekapitulasi piutang daerah; 
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 
Daftar penyertaan modal (investasi daerah); 
Daftar rekapitulasi rea!isasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; 
Daftar rekapitulasi aset tetap; 
Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan; 

Daftar rekapitulasi asset lainnya; 
Daftar dana cadangan daerah; 

1. Lampiran I 

2. Lampiran I. 1 

3. Lampiran 1.2 

4. Lampiran 1.3 

5. Lampiran 1.4 

6. Lampiran II 

7. Lampiran III 

8. Lampiran IV 

9. Lampiran V 

10. Lampiran VI 

1 1.  Lampiran VII 
12. Lampiran VIII 

13. Lampiran IX 

14. LampiranX 

15. Lampiran XI 

16. Lampiran XII 

17. Lampiran XIII 

18. Lampiran XIV 

19. Lampiran XV 

20. Lampiran XVI 



Daftar kewajiban jangka pendek; 

Daftar kewajiban jangka panjang; 

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 
lkhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 
Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan 
dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending); 
Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, 
objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri 
(P3DN); 

Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan 
program prioritas daerah; 
Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; 

Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem. 
Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (Pbj) Melalui E­ 
Purchasing 
Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 
(KKPD) 
Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD. 

Pasal 8 
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai penjelasan lebih rinci dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tetapkan dengan Peraturan Bupati. 

2 1.  Lampiran XVII 

22 .  Lampiran XVIII 

23. Lampiran XIX 

24. Lampiran XX 

25. Lampiran XX. 1 

26. Lampiran XX.2 

27. Lampiran A 

28. Lampiran B 

29. Lampiran C 

30. Lampiran D 

31. Lampiran E 

32. Lampiran F 

33. Lampiran G 
34. Lampiran H 

35. Lampiran I 

36. Lampiran J 

37. Lampiran K 



Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penerpatannya 
dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 1 +  jl, 2025 

Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal t i  jal 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 
TTD 
HERI ADIWIJAYA 

. . 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2045 NOMOR 1 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT ( 1  )  /202s); 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
P)e. Kllrst.A E,i ffiJKUM 

yOPITA,S H. 

NIP. 198331228 2009042 003 

BUPATI LANDAK, 
TTD 

KAROLIN MARGRET NATASA 


